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Pendahuluan
• Urgensi UMKM: UMKM memegang peranan vital dalam ekonomi 

nasional dengan kontribusi 61% terhadap PDB, namun adopsi 
teknologi di tingkat desa masih sangat terbatas. 

• Kondisi Eksisting: Di Desa Balongdowo, dari total 125 unit UMKM, 
hanya 21 unit (16,8%) yang sudah menggunakan platform digital, 
sementara sisanya masih bergantung pada metode pemasaran 
konvensional. 

• Masalah Utama: Adanya kesenjangan digital dan kurangnya 
pendampingan sistematis dari otoritas lokal menyebabkan potensi 
produk unggulan desa (olahan kupang) sulit bersaing di pasar yang 
lebih luas.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
• Fokus Masalah: Bagaimana peran nyata Pemerintah Desa 

Balongdowo dalam upaya meningkatkan tata kelola UMKM 
berbasis digitalisasi jika ditinjau dari fungsinya sebagai 
regulator, fasilitator, dan katalisator?

• Tujuan: Menganalisis sejauh mana kebijakan dan tindakan 
pemerintah desa mampu mempercepat transformasi digital 
bagi pelaku usaha lokal.
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Metode
• Pendekatan Penelitian: Menggunakan metode deskriptif kualitatif 

untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial 
dan kebijakan di lapangan.

• Teknik Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui wawancara 
mendalam dengan perangkat desa (Kepala Desa & Kaur Umum), 
observasi langsung terhadap aktivitas UMKM, serta dokumentasi 
arsip desa.

• Analisis Data: Menggunakan teknik analisis data model interaktif 
yang meliputi kondensasi data, penyajian data secara sistematis, 
hingga penarikan kesimpulan yang kredibel.
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Hasil
• Peran Regulator: Pemerintah desa telah menyusun landasan 

operasional melalui RPJMDes 2021–2026 dan RKPDes 2024 yang 
memprioritaskan pemberdayaan ekonomi, meski aturan teknis 
setingkat Perdes belum tersedia.

• Peran Fasilitator: Tersedianya infrastruktur digital berupa 
website resmi (balongdowo-sda.id) sebagai etalase produk 
warga dan pemberian bantuan alat fisik untuk mendukung 
proses produksi.

• Peran Katalisator: Pemerintah desa bertindak sebagai 
penghubung dengan pihak akademisi (Poltekkes Surabaya) 
dalam penyelenggaraan pelatihan literasi digital dan 
pembuatan platform pemasaran online.
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Pembahasan

• Analisis Regulasi: Meskipun kebijakan sudah ada dalam 
rencana strategis, ketiadaan SOP atau Peraturan Desa yang 
spesifik membuat program digitalisasi terkesan kurang 
mengikat secara hukum.

• Analisis Fasilitasi: Pelatihan digital sudah dilakukan, namun 
tanpa pendampingan pasca-pelatihan yang intensif, banyak 
pelaku UMKM kembali ke cara lama karena kendala teknis 
saat praktik mandiri.

• Analisis Katalisasi: Kolaborasi dengan pihak ketiga sudah baik, 
namun sifatnya masih insidental (berbasis proyek singkat). 
Diperlukan kemitraan jangka panjang agar transformasi digital 
menjadi budaya kerja di desa.
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Temuan Penting Penelitian

• Efektivitas Peran: Secara umum, pemerintah desa sudah 
menjalankan fungsinya, namun hasilnya belum optimal karena 
masih fokus pada penyediaan sarana fisik daripada penguatan 
kapasitas SDM secara berkelanjutan.

• Hambatan Utama: Kendala terbesar ditemukan pada 
rendahnya literasi digital perangkat desa sendiri serta belum 
adanya sistem data UMKM yang terintegrasi secara digital 
(masih manual).



8

Manfaat Penelitian
• Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi bagi literatur 

Administrasi Publik mengenai peran pemerintahan level mikro 
dalam menghadapi era industri 4.0 di wilayah pedesaan pesisir.

• Bagi Pemerintah Desa: Menjadi bahan evaluasi untuk segera 
merumuskan Perdes mengenai digitalisasi UMKM dan 
mengaktifkan kembali website desa sebagai pusat informasi 
ekonomi yang interaktif.
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